
BUPATI KARAwd"a
PROVINSI UAWA BARAT

pERATURAm BupATI HARAWAHG
NOMOR 64 TAHUN 2019

TBNTANG

PENGBLOIAAII SISA LEBIH PERIIITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DABRAII PUSA1.` KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATBN KARAWANG

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KARAW.AVG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   79   Tahun   2018   tentang
Badan     Layanan     Umum     Daerah     perlu     menetapkan
Peraturan     Bupati     tentang     Pengelolaan     Sisa     Lebih
Perhitungan Anggaran Pa{la Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyara hat Kabupaten Karawang;

Mengingat:      1.       Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan        Daerah-daerah        Kabupaten        Dalam
Lingkungan  Propinsi  Jawa  Barat  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1950 NDmor 8) sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang,  Nomor  4  Tahun   1968   tentang
Pembentukan   Kabupatm   Purwakarta   dan    Kabupaten
Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang   Nomor   14
Tahun     1950     tentang     Pembentukan     Daerah-daerah
Kabupaten    dalam    Lingkungan    Propinsi    Jawa    Barat
(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor
31,    Tambahan    Lemba..-an    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 285 I) ;

2.      Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (I,embaran Negal.a Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor     47,     Tarnbaha`i     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

3.      Undang-Undang      Nomt)r      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik lndone€5ia Nomor 4355) ;



4.       Undang-Undang     Nomor      12     Tahun     2011      tentang
Pembentukan  Peraturan  I:'erundang-Undangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Net;ara  Republik  Indonesia  Nomor
5234),  sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nnmor   12   Tahun   2011   Tentang   Pembentukan
Peraturan      Perundang-Undangan      (Lembaran      Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 6398) ;

5.      Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur
Sipil  Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2014   Nomor   6,   Tambah.an   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5494);

6.       Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indon€:sia   Nomor   5587)   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua
Atas   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2015   tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2005    Nomor   48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4502)    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah   Nomor  74  Tahun   2012   tentang  Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  I,aden  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara   Republik   Indor]esia   Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5340);

8.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar    Akuntansi    Pemerintahan    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  123);

9.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan D aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik lndones,ia Nomor 6322) ;

10.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun  2006
tentang      Pedoman      Fengelolaan      Keuangan      Daerah
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri     Nomor     13     Tahun     2006     tentang     Pedoman
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 310);



11.      Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   75   Tahun   2014
tentang    Pusat    Kesehatan    Masyarakat    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  1676);

12.

13.

14.

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018
tentang   Badan   Layanan   Umum   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  1213);

Peraturan  Daerah  Kabup€iten  Karawang Nomor  14  Tahun
2016   tentang   Pembentukan   dan    Susunan   Perangkat
Daerah      Kabupaten      K.arawang      (Lembaran      Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Bupati Karawang Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan   Badan   Layanan   Umum   Daerah   Pada
Pusat    Kesehatan    Mas)I.arakat    di    Lingkungan    Dinas
Kesehatan   (Berita  Daerah   Kabupaten   Karawang  Tahun
2018 Nomor 93).

MEMUTUSRA'N:

Menetaphan  :      PBRATURAN    BUPATI    TIENTANG    PENGEroIAAN    SISA
LEBIH      PERIIITUINGA"      A"GGARAIN      PADA      BADAIN
LAYANAN       UMUM       I)AIBRAII       PUSAT       KBSEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.     Bupati adalah Bupati Karawang.
3.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

5.

6.

Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Karawan€, yang  selanjutnya  disebut  Dinas
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab menyelenggar€ikan urusan pemerintahan dalam
bidang kesehatan di kabupaten.
Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  K{irawang  yang  selanjutnya  Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan ri'.abupaten Karawang.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  mc:nyelenggarakan  upaya  kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih   mengutamakan   upaya  promotif  dan   preventif,   untuk  mencapai
derajat    kesehatan    masyarakat    yang    setinggi-tingginya    di    wilayah
kerianya.

7.     Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  PPKD
adalah    Kepala    Satuan    Perangkat    Daerah    yang    memiliki    tugas
melaksanakan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



8.     Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem  yang  diterapkan  oleh  Puskesmas  sebagai  unit  pelaksana  teknis
dinas  Daerah  dalam  memberikan  pelaya.nan  kepada  masyarakat  yang
mempunyai   fleksibilitas   dalam   pola   pengelolaan   keuangan   sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9.     Fleksibilitas   adalah   keleluasaan   dalam   polo   pengelolaan   keuangan
dengan  menerapka.n  praktek  blsnis  yarig  sehat  untuk  meningkatkan
layanan  kepada  masyarakat  tanpa  mencari  keuntungan  dalam  rangka
memajukan kesejahteraan umum dan m€ ncerdaskan kehidupan bangsa.

10.   Praktek  Bisnis  Yang  Sehat  adalah  penyelenggaraan   fungsi   organisasi
berdasarkan    kaidah-kaidah    manajem(in   yang    baik    dalam    rangka
pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

11.   Dewan   Pengawas   BLUD   yang   selanju[nya   disebut   Dewan   Pengawas
adalah     organ     yang     bertugas     melakukan     pengawasan     terhadap
pengelolaan BLUD Puskesmas.

12.   Rencana  Strategis  yang  selanjutnya  disebut  Renstra  adalah  dokumen
perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.

13.   Rencana  Bisnis  dan  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  RBA  adalah
dokumen  rencana  anggaran  tahunan  E}LUD  Puskesmas,  yang  disusun
dan  disajikan  sebagai  bahan  penyusur]an  rencana  kelja  dan  anggaran
Dinas.

14.   Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD
adalah  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi  rencana
pendapatan,  rencana belanja program d.an kegiatan Dinas serta rencana
pembiayaan   sebagai   dasar   penyusur]an   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja Daerah.

15.   Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang gselanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen   yang   memuat   pendapatan,   belanja   dan   pembiayaan   yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

16.   Rekening Kas BLUD adalah tempat pen:rimpanan uang BLUD Puskesmas
pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

17.   Defisit anggaran BLUD  adalah selisih kurang antara pendapa.ta.n dengan
belanja BLUD Puskesmas.

18.   Likuiditas  adalah  kemampuan  PPK-Bl,UD  untuk  memenuhi  kewajiban
atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

19.   Angga.ran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya  disingkat  APBD
adalah   rencana  keuangan   tahunan   pemerintahan   daerah   Kabupaten
Karawang.

BAD 11

SISA LEBIH PBRIIITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAlt PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 2
(1)    Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  BLUD  Puskesmas  merupakan  selisih

lebih  antara  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  BLUD  Puskesmas
selama 1  (satu) tahun anggaran.

(2)    Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  BLUD  Puskesmas  sebagaimana  yang
dimaksud pada ayat (1) dihitung berd€isarkan laporan realisasi anggaran
dalam 1  (satu) periode anggaran.



(3)    Sisa    Lebih    Perhitungan    Anggaran    BLUD    Puskesmas    sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat   digunakan   dalam   tahun   anggaran
berikutnya,   kecuali   atas   perintah   But)ati   disetorkan   sebagian   atau
seluruhnya  ke  Kas  Daerah  dengan  mempertimbangkan  posisi  likuiditas
dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas.

(4)    Pemanfaatan  sisa  lebih  perhitungan  an€garan  BLUD  Puskesmas  dalam
tahun  anggaran  berikutnya  sebagaimami dimaksud  pada ayat  (3)  dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5)    Pemanfaatan  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  BLUD  Puskesmas  dalam
tahun  anggaran  berikutnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang
digunakan   untuk   membiayai   program   dan   kegiatan   harus   melalui
mekanisme APBD.

(6)    Pemanfaatan  sisa  lebih  perhitungan  an!3garan  BLUD  Puskesmas  dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana. dimaksud pada ayat (5) apabila
dalam  kondisi  mendesak  dapat  dilaksanakan  mendahului  perubahan
APBD.

(7)    Kriteria   kondisi    mendesak    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat   (6),
mencakup:
a.     program     dan     kegiatan     pelayarian     dasar     masyarakat     yang

anggarannya  belum  tersedia  dan/€itau  belum  cukup  anggarannya
pada tahun anggaran berjalan; dan

b.     keperluan     mendesak     lainnya     yang     apabila     ditunda     akan
menimbulkan kerugian yang lebih tesar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

Pasal 3
Dalam   hal   anggaran   BLUD   Puskesmas   diperkirakan   defisit,   ditetapkan
pembiayaan  untuk   menutupi   defisit  terset)ut  antara  lain   dari   sisa  lebih
perhitungan  anggaran  BLUD  Puskesmas  pgida  tahun  anggaran  sebelumnya
dan penerimaan pinjaman.

BAB Ill
PROSBDUR PENGGUNAAN SISA I.EBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PAPA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAII PUSA`P KBSEHATAN MASYARAKAT

Pa8al 4
(1)     Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 13LUD Puskesma.s yang diperoleh,

dilaporkan   kepada   Bupati   melalui   Kepala   Dinas   dengan   tembu§an
kepada PPKD.

(2)    Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  disertai  dangan  rincian  rencana  penggunaan
anggaran pendapatan dan biayanya.

(3)    Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja
BLUD Puskesmas, meliputi:
a.      belanja pegawai;
b.     belanja barang danjasa;
c.      belanjamodal; dan
d.      investasi jangka pendek /depos{£o/.



(2)

BAD IV

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI
Pasal 5

Bupati   melakukan   pemantauan   atas   pelaksanaan   Pemanfaatan   Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran pada BLUD Ihlskesmas.
Pemantauan   sebagaimana   dimaksud   p{1da   a.yat   (1)   dilakukan   untuk
mengetahui   tingkat   keberhasilan   peng€qunaan   sisa   lebih   perhitungan
anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD Puskesmas.

(3)    Bupati  melimpahkan  kewenangan  pemantauan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)    Kepala  Dinas  dalam   rangka  melaksanakan   pemantauan   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   5   ayat   (3),    menyampaikan   Laporan   hasil
Pemantauan kepada Bupati untuk dieval-rasi.

(2)    Laporan hasil pemantauan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (I)  berupa
Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

BABV

KETENTUAN PBNUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang.gal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerin ahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Djtetapkan di Karawang

•.  Itfiontop  2M3`.,

CHADIANA
Diundangkan di Karawang

peda tanggal 3. a..-tw 2"

NOMOR „


